BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 776, 2021 KEMEN-KP. Sanksi Administratif. Pengenaan.

ERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal
205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal
294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan,
serta untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan
persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan
oleh pelaku usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi

Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan,;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6639);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah,
antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan
pengawasan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut
dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar
laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan
laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan  daratan dengan daratan dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis Dbeserta segenap
unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah
rencana yang menentukan arah penggunaan sumber
daya setiap satuan perencanaan disertai dengan
penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan
perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, konfirmasi
kesesuaian ruang Laut, dan Perizinan Berusaha
pemanfaatan di Laut.

Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat KAW
adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau
lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang
disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang
Laut di KSNT.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang
selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang Laut dengan RTR
dan/atau RZ.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem
pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan
peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui
pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.

Surat Keterangan Aktivasi Transmiter yang selanjutnya
disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang
menyatakan bahwa transmiter SPKP online pada kapal
perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat
dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

Hari adalah hari kerja.

Banding Administratif adalah upaya administratif yang
dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang tidak puas
terhadap sanksi administratif yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang, kepada menteri, gubernur, atau

bupati/wali kota.



16.

17.

18.

19.

20.
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Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan perikanan.
Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan
sumber daya Kelautan dan perikanan.

Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kelautan dan perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT
PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran

Pasal 2

Sanksi administratif di bidang Kelautan dan perikanan

dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

a.

b
c.
d

(1)

Perizinan Berusaha di sektor Kelautan dan perikanan;
pemanfaatan ruang Laut;

kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan
pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas

pergaraman.

Pasal 3

Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor

Kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a berupa:

a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di
Laut;

b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan
perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman

modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;



